
 

 

 

 
 

BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 36 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
RENCANA INDUK PELABUHAN SUNGAI KEDUNGUTER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan 

penyelenggaraan dan memberikan pedoman bagi 

pembangunan dan  pengembangan pada Pelabuhan 

Sungai Kedunguter Kabupaten Banyumas yang 

ditetapkan sebagai pelabuhan sungai, perlu menyusun 

rencana induk pelabuhan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan, Bupati menetapkan Rencana Induk 

Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dan 

Pelabuhan Sungai dan Danau; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pelabuhan 

Sungai Kedunguter; 
 

Mengingat : 1. 

 

 

2. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

 
SALINAN 



 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  6. 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 



 

 

 

 

 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5731); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5093); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Nagara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 

  10. 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011–2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 seri E); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK 

PELABUHAN SUNGAI KEDUNGUTER. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 



 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat 

kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau 

bongkar muat barang berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas  

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 

5. Kepelabuhaan adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan 

kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi 

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan 

dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, 

dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat 

perpindahan intra dan/atau antarmoda serta 

mendorong perekonomian nasional dan daerah 

dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 

6. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang 

digunakan untuk melayani angkutan sungai dan 

danau yang terletak di sungai dan danau. 

7. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang 

pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna 

tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan 

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 

8. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana 

Induk Pelabuhan Sungai Kedunguter yang mencakup 

rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis 

dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, 

perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari 

setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi 

teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya. 



 

9. Rencana teknis terinci adalah penjabaran secara rinci 

dari rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan 

pembangunan pelabuhan yang mencakup gambar 

dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan 

prasarana termasuk struktur bangunan dan 

bahannya. 

10. Pelayanan jasa kepelabuhanan adalah usaha 

melayani yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan 

dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang 

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan 

berlayar. 

11. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan 

dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus 

yang digunakan secara langsung untuk kegiatan 

pelabuhan. 

12. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan 

disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan 

pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin 

keselamatan pelayaran. 

13. Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan 

adalah garis yang menjadi perhinggaan yang 

dibutuhkan terhadap tanah terbuka luas dan sungai 

yang merupakan kawasan area tertentu. 

14. Fasilitas Pelabuhan adalah sarana pelabuhan yang 

terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan 

sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa  

terminal dan tempat  berlabuh kapal yang  dilengkapi 

dengan sarana keselamatan dan keamanan pelayaran 

dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 

tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi. 

15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas 

kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau 

tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan 



 

naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar 

muat barang. 

16. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan 

bagian dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk 

kepentingan operasional menyandarkan/ 

menambatkan kapal di dermaga. 

17. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga 

yang digunakan untuk kepentingan operasional 

sandar dan olah gerak kapal. 

 

BAB II  

PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

 

Pasal 2 

Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada 

Pelabuhan Sungai Kedunguter yang meliputi pelayanan 

jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan ekonomi lainnya serta 

pengembangannya, dibutuhkan area daratan seluas 

35.500 m2 dan areal perairan seluas 64.070 m2. 

 

Pasal 3 

Batas kebutuhan lahan daratan dan areal perairan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan 

oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB III 

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS  

 

Pasal 4 

(1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas 

Pelabuhan Sungai Kedunguter untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan 

berdasarkan perkembangan angkutan sungai, 

dengan jangka waktu sebagai berikut : 



 

a. Jangka pendek dimulai tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2026; 

b. Jangka menengah dimulai tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2031; 

c. Jangka panjang dimulai tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2041. 

(2) Fasilitas Pelabuhan yang direncanakan untuk 

dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 
Pasal 5 

Rencana  Tapak dan Rencana Teknis Terinci untuk pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan 

disahkan oleh Bupati. 

  

Pasal 6 

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas 

kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas 

pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

lingkungan, didahului dengan studi lingkungan. 

 

BAB IV 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN 

  
Pasal 8 

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk 

keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi 

lainnya serta pengembangan Pelabuhan Sungai Kedunguter 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



 

Pasal 9 

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang 

dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 14 Juli 2022     

BUPATI BANYUMAS, 

            ttd 

 ACHMAD HUSEIN 

 

Diundangkan di Purwokerto  

pada tanggal 14 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  

                     ttd  

      WAHYU BUDI SAPTONO 
 Pembina Utama Madya 

   NIP. 19640116 199003 1 009  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 36 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 
 

 
 

  
 

                      ARIF ROHMAN, S.H. 

  Penata Tingkat I 
                                         NIP. 197505312009031002 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 36 TAHUN 2022 

TENTANG  

RENCANA INDUK PELABUHAN 

SUNGAI KEDUNGUTER    

 

INDUK PELABUHAN SUNGAI KEDUNGUTER    

 

A.PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam sistem transportasi sungai, danau dan penyeberangan,pelabuhan 

sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai 

dan danau yang terletak di sungai, merupakan suatu simpul dari mata rantai 

kelancaran muatan angkutan sungai dan darat, yang selanjutnya berfungsi 

sebagai kegiatan peralihan antar moda transport. Pelabuhan sungai dapat juga 

berfungsi untuk pelabuhan wisata yang mengembangkan transportasi sungai 

untuk kepentingan wisata. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem 

transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar 

rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar 

tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang 

kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka 

pendek, menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian 

usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, 

tepat guna, efisien dan berkesinambungan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 

tentang Pelayaran, bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana lnduk 

Pelabuhan yang memuat rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah 

perairan. Untuk menjamin adanya sinkronisasi antara rencana pengembangan 

pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah, maka dalam penyusunan 

Rencana lnduk Pelabuhan harus memperhatikan rencana tata ruang dan 

wilayah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Disamping itu studi 

ini juga harus dilengkapi dengan data-data mengenai studi-studi terkait 

dengan Pelabuhan Sungai Kedunguter yang pernah dilaksanakan sebelumnya. 

Pelabuhan Kedunguter direncanakan berfungsi sebagai tujuan akhir dari 

angkutan sungai yang ada di sungai Serayu, menghubungkan halte sungai di 

beberapa lokasi yang sudah dibangun sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Banyumas, saat ini Pelabuhan Kedunguter akan 

dikembangkan untuk melayani angkutan sungai dari Banyumas sampai 

dengan Rawalo. Selain itu fungsi Pelabuhan Kedunguter dengan hierarki 



























































































































Tujuan Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

pemantauan Lingkungan (UPL) adalah : 

a. Menunjukkan tingkat kepedulian pihak Pemrakarsa dalam upaya 

menjalankan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

b. Mengembangkan citra positif, khususnya kepada pemerintah daerah 

dalam rangka upaya ikut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

c. Sebagai pedoman instansi terkait dalam rangka melakukan 

pengawasan dan pembinaan proyek pembangunan yang berkaitan 

dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. 

d. Menghindarkan sedini mungkin kerusakan sumber daya yang ada 

disekitar lokasi kegiatan serta persepsi negatif dari masyarakat akibat 

adanya kegiatan pembangunan. 

e. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

f. Sebagai acuan dan sumber informasi bagi instansi sektoral yang 

terkait dalam pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa. 

g. Sebagai instrumen pengikat bagi pihak Pemrakarsa untuk 

melaksanakan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup dalam kegiatan pembangunan. 

h. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijin melakukan usaha 

dan/ atau kegiatan. 

2.3 Arahan Studi Lingkungan Pelabuhan. 

Sampai dengan saat disusunnya dokumen ini, dan berdasarkan rencana 

pengembangan fasilitas Pelabuhan Kedunguter, dokumen studi lingkungan 

yang diperlukan merupakan dokumen UKL-UPL. 

 

BUPATI BANYUMAS, 

                      ttd 

 ACHMAD HUSEIN 


